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Konsep Pemerintahan Nagari sebaga pemerintahan terendah dan wilayah hukum adat di Sumatera Barat
mengalami degradasi dengan munculnya Undangundang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
Pemerintahan Nagari yang bersifat otonom dan demokratis telah diganti menjadi pemerintahan desa yang
bersifat sentralistik. Pemerintahan Nagari hanya semata-mata merupakan kesatuan masyarakat hukum adat.
Munculnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kesempatan kepada Pemerintahan
Nagari untuk kembali menunjukkan eksistensi nya. Kembali ke pemerintahan nagari diharapkan mampu
menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi dan untuk menggali lagi potensi dan peran serta
masyarakat dalam upaya mempercepat pembangunan di daerah sebagaimana dulunya.

...... The government concept of Nagari as the lowest administration and as the region of customary law
suffered from degradation with the emergence of 1979 Law Number 5 about Village Government. The
autonomous and democratic Nagari Government has been replaced with a centralistic village governemnt.
As aresult, the Nagari government plays the role only as a unity of customary law society. The emergence
of 2004 Law number 32 about Local Government as a replacement of 1999 Law number 22 givesthe
chance to the Nagari Government to represent its existence. The return to Nagari Administration is expected
to be able to become the solution to the problem that happened and to explore again the potency and role of
the society in the effort of quickening the development in the area as before now.
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